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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN T999 NOMOR 12
'

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMORT: I TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI

Menirnbang bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun
1986 tentang Parkir Kendaraan yang telah diubah
untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahurr
1 993 perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaran se-
bagaimana dimaksud huruf a. perlu nrengatur
kembali Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang
ditetapkan daiam Peraturan Daerah



Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3209):

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentangi
Jalan (Lembaran Negara R.epublik lndonesia Tahun \/
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg2 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan
Pelaksanaannya;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1gg7 Nomor41, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36g5);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 199g tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah.Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi.paerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3692 ), \.*- .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit Di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan
Retribusi Daerah,
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal I
September 1993 Nomor ; Km. 66 Tahun 1993

tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll
Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati ;
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21|KEPl1999 tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERA.II KABUPATEN PATI TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan



a. Daerah adalah Kabupaten pati;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten
Pati:

c. Bupati adalbh Bupati pati,

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Daerah yang berlaku;

e. Badan adalah suatu Bentuk Usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan Bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta
bentuk Badan Usaha lainnya;

f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
diserahkan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau
kereta tempelan yang dirangkaikan dengan
kendaraan bermotor;

g Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan bermotor yang bersifat sementara;

h Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi
jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh
Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;

i. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang
disediakan atau diberikan pemeri:ntah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang
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selaniutnya dapat disebut retribusi adalah
pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi
jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

Parkir biasa adalah parkir yang pembayaran
retribusinya dipungut secara langsung setiap kali
parkir;

Parkir berlangganan adalah parkir yang
pembayaran retribusinya secara sukarela
dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun bersamaan waktu pengurusan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Bersama
SAMSAT Pati tanpa mempengaruhi dan tidak
terkait dengan proses pengurusan STNK yang
bersangkutan,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong
retribusi;

Surat Pendaftarbn Obyek Retribusi Daerah yang

selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang
terhutang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
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